
 

 

 

  

BERITA  NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA  
No. 1515, 201 6 KEMENHUB. Bandar Udara Sultan Babullah 

Ternate. Standar Pelayanan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR  PM 126 TAHUN 2016  

TENTANG  

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UN IT PENYELENGGARA  

BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA , 

 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaa n 

Keuangan Ba dan Layanan Umum, instansi pemerintah 

yang menerapkan Pola Pengelolaan  Keuangan Badan 

Layanan Umum  wajib menggunakan standar pelayanan 

yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 

kewenangannya;  

  b.  bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas 

pelayana n pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Sultan Babullah Ternate  diperlukan adanya  

standar pelayanan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar 

Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Sultan Babullah Ternate ; 
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Mengingat  : 1.  Undang -Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  

  2.  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

  3.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaha raan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

  4.  Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia 4956);  

  5.  Undang ðUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038);  

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang  

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

407);  

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 

Kebandar udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4146) ; 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 

4502)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012  

Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340 ); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Le mbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585);  

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomo r 4616);  

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahu n 2016 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis  Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 6 

Nomor  102 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5 884 ); 

  12.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

  13.  Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republi k 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);  

  14.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 

tentang Persyaratan  Administratif dalam Rangka 

Pengusulan dan Penetapan Sa tuan Kerja Instansi 

Pemerintah untuk Menera pk an Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum ; 

  15.  Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan  (Berit a Negara Republik Indonesia 

Tahun 201 4 Nomor  615 ); 

  16.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Ta ta Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332)  sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 83  Tahun 201 5 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 40 T ahun 2014 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

201 5 Nomor 688 ); 

  17.  Peraturan Menteri Perhubungan PM 77 Tahun 2015 

tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar 

Udara  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi 

Fasil itas Bandar Udara  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 201 6 Nomor 1070 ); 

  18 . Peraturan Menteri Perhubungan PM 178 Tahun 2015 

tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1771 ); 

  19 . Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844)  sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 6 Tahun 

2016 tentang Per ubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1012) ; 

  20 . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P M 81 Tahun 

2016  tentang  Petunj uk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas 

Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku 

pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 979 ); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan   :  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STA NDAR 

PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA 

BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE . 

 

Pasal 1  

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Sultan Babullah Ternate  merupakan pedoman pelayanan 

yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Ba ndar 

Udara Sultan Babullah Ternate  dalam penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang  jasa 

kebandarudaraan dan jasa terkait bandar  udara, kegiatan 

keamanan, keselamatan dan ketertiban  penerbangan pada 

bandar udara yang belum diusahakan  secara komersial.  

 

Pasal 2  

(1) Standar pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Sultan Babullah Ternate  meliputi:  

a. proses keberangkatan dan kedatangan penumpang;  

b.  Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan 

Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);  

c. pelayanan jasa penggunaan bandar udara di luar 

jam operasi bandar  udara ; 

d.  pelayanan jasa penggunaan bandar udara alternatif 

(alternate aerodrome) ; 

e. pelayanan jasa pemakaian garbarata;  

f.  pelayanan jasa pemakaian tempat pelaporan 

keberangkatan ; 

g. pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara ; 

h.  pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana di 

bandar udara berdasarkan tugas dan fungsi ; dan  

i.  izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan 

terbatas . 

(2) Standar pelayanan pada  Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Sultan Babullah Ternate  sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari 

beberapa komponen yaitu:  

a. dasar hukum;  

b.  persyaratan;  

c. sistem, mekanisme dan prosedur;  

d.  jangka waktu penyelesaian;  

e. biaya/tarif;  

f.  produk pelayanan;  

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;  

h.  kompetensi pelaksana;  

i.  pengawasan internal;  

j.  penanganan pengaduan, saran dan masukan;  

k.  jumlah pelaksana;  

l.  jaminan pelayanan;  

m.  jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;  dan  

n.  evaluasi k inerja pelaksana.  

(3) Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Sultan Babull ah Ternate  sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini . 

 

Pasal 3  

Standar pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 

Sultan Babullah Ternate  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 201 7. 

 

Pasal 4  

(1) Standar pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Sultan Babullah Ternate  yang telah 

diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara 

berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Sultan Babullah Ternate . 

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan standar pelayanan pada 

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan 



201 6, No.  1515 

 

-7- 

Babullah Ternate  sebagaimana dimaksud pada aya t (1), 

disampaikan kepada Menteri Perhubungan.  

 

Pasal 5 

(1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Sultan Babullah Ternate  wajib menetapkan  

maklumat pelayanan.  

(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimak sud pada ayat 

(1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan telah ditetapkan.  

(3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas 

dan luas.  

 

Pasal 6 

Maklumat pelayanan sebaga imana dimaksud dalam Pasal 5 , 

disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan 

tercantum dalam Lampiran  II  yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

 

Pasal 7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan . 

 



201 6, No.  1515 

 

-8- 

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 10 Oktober 2016  

 

MENTERI PERHUBUNGAN  

              REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd  

 

    BUDI KARYA SUMADI  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 13 Oktober 2016  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA  

 

              ttd  

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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